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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi moneter dan perbankan yang sangat pesat akhir-
akhir ini, yang diikuti globalisasi khususnya di bidang perbankan membawa
pengaruh yang sangat besar terhadap industri perbankan baik dalam jumlah bank
maupun perluasan jaringan kantor dan penambahan volume usaha serta jenis
produk yang dihasilkan oleh industry perbankan. Untuk itu upaya memperbaiki dan
memperkuat sektor keuangan khususnya industri perbankan menjadi sangat
penting. Sektor perbankan memiliki peran sangat vital, antara lain sebagai pengatur
urat nadi perekonomian nasional. Lancaran aliran uang sangat diperlukan untuk
mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang
sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan di sektor perbankan.

Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada
fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Di samping itu, perbankan
merupakan alat sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran, baik
nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya
menjadi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat
penting untuk dilakukan.

Bisnis perbankan merupakan bisnis penuh risiko. Pada satu sisi, bisnis ini
menjanjikan keuntungan besar apabila dikelola secara baik dan hati-hati.

Sebaliknya, menjadi penuh risiko (full risk business) karena aktivitasnya sebagian
besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro

maupun deposito. Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan



berarti membuka kran sebebas-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan,
mengelola ataupun menjalankan bisnis banknya tanpa didukung atau diback-up
dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas
keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan dan tanggung jawab
melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas perbankan.

Oleh karenanya, kebijakan pemerintah di sektor perbankan harus diarahkan
pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini penting
dalam pengembangan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan
antara tabungan dan investasi tetapi juga berperan penting dalam memelihara
kestabilan ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan
moneter.!

Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan
peraturan-peraturan hukum di bidang perbankan. Mulai dari undang-undang hingga
peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan peraturan yang
berhubungan dengan prinsip kehati-hatian pun (prudential regulation) sudah sangat
memadai. Namun demikian, kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip
kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas
dari segala permasalahan. Buktinya sebagian besar bank-bank nasional (khususnya
bank swasta) merupakan bank bermasalah, yang satu persatu masuk kandang
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), bahkan lebih tragis lagi beberapa
bank swasta nasional terpaksa dilikuidasi pada awal krisis ekonomi dan keuangan

melanda Indonesia.?

! Syabhril Sabirin, 2001, Upaya Keluar dari Krisis Ekonomi dan Moneter, Orasi llmiah disampaikan
pada acara Wisuda Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 29 September
di Padang, him.5.

Achjar lljas, 2000, BLBI dan Penyelamatan Sistem Perbankan, Media Indonesia 31 Januari 2000
(Opini).



Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah
akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi
dan atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha. Disamping faktor
penunjang lain yakni lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia (BI).2
Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem
perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Krisis perbankan yang melanda Indonesia
sepanjang tahun 1997 hingga saat ini menunjukkan betapa lemahnya komitmen
untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian di kalangan pelaku bisnis perbankan.

Berdasarkan pengalaman tersebut, dan beberapa negara lain, tampaknya
kegiatan perbankan tidak bisa seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar,
karena kenyataannya pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri (self
correcting) bila terjadi sesuatu di luar dugaan.* Secara khusus, kredit macet sempat
menghantui perbankan nasional, mencapai klimaksnya setelah Gubenur BI
mengumumkan secara resmi dalam pertemuan Bl — DPR pada bulan Mei 1993.
Meskipun angka-angka seputar besarnya kredit macet tersebut bervariasi mulai 5
triliun rupiah sampai 14 triliun rupiah, tetapi besarnya kredit macet sudah
menggambarkan bahwa posisi perbankan nasional mengalami kelesuan dan ini
akan menjadi ancaman serius terhadap sektor riil.

Ada sejumlah faktor penyebab membengkaknya kredit macet, yaitu:®

a. Perbankan umumnya kurang hati-hati dalam memberikan pinjaman dalam
tahun-tahun boom investasi.
b. Pelanggaran terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit (legal

lending limit) yang disyaratkan.

3 Susidarto, Reposisi Pengawasan Bank, dalam http:"www.kompas.comcetak/

0204/26/opini/menu33.htm

* Heru Supraptomo, 1997, Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis,
Volume 1, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, him 63.

® Achjar lljas, 2000, Op cit, him 3.



c. Pengaruh kebijaksanaan uang ketat, sehingga menurunkan kemampuan

perusahaan nasabah bank untuk membayar pinjaman.

Hingga saat ini, kondisi perbankan nasional masih sangat rapuh dan rawan
kredit bermasalah (non-performing loan). Fenomena negatif spread (selisih antara
pendapatan bunga dan biaya bunga), terutama akibat tingginya suku bunga dan
gejolak nilai tukar rupiah, masih terus mengancam permodalan bank, dan hal ini bisa
memicu krisis atau rekapitalisasi bank jilid dua. Fungsi intermediasi juga belum
berjalan, tercermin dari masih rendahnya rasio antara kredit yang disalurkan dengan
dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan (loan to deposit ratio / LDR).

Menurut Drajat H Wibowo, untuk mempercepat pulihnya proses intermediasi,
Bl harus berani mengurangi jumlah bank secara radikal, melakukan percepatan
restrukturisasi kredit, baik yang ada di perbankan maupun di BPPN, dan
mempercepat penyelesaian persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan proses
kepailitan di pengadilan niaga.® Uraian di atas setidaknya memberikan pemahaman
bahwa krisis ekonomi, keuangan dan perbankan yang terjadi sejak tahun 1997
sampai saat ini tidaklah akibat perilaku investor asing. Kalaupun itu ada, itu hanyalah
pemicu api yang memang sudah membara. Kondisi ekonomi, keuangan dan
perbankan Indonesia sebelum itu sebagaimana digambarkan di atas sangatlah tidak
stabil. Swasta-swasta besar berlomba ekspasi tetapi tidak mengindahkan etika dan
kaidah bisnis.

Untuk sektor perbankan khususnya, pelaku bisnis perbankan cenderung
mengabaikan atau melanggar prinsip-prinsip berusaha yang baik dan sehat

sebagaimana telah ditetapkan baik dalam UU Perbankan maupun di dalam

® perbankan Masih Rapuh, Selasa 5 Maret 2002, dalam http://www.kompas.com/kompascetak/
0203/05/UTAMA/perb01.htm



peraturan-peraturan di bawahnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
kondisi perbankan Indonesia hingga saat ini mencerminkan betapa buruk dan
rendahnya komitmen untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dikalangan pelaku
bisnis perbankan, disamping lemahnya kontrol (pengawasan) dari Pemerintah
melalui BI.

Selain itu dalam penerapan prinsip kehati-hatian, bank juga melakukan
strategi pelepasan kredit dan kebijakan di bidang operasional dan perkreditan untuk
memantau dan mengendalikan peningkatan risiko kredit macet. Prinsip kehati-hatian
dalam pemberian kredit pada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Semarang,
sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo
Undang-undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa
perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Dari uraian diatas, maka dalam melaksanakan pemberian kredit pihak PT.
Bank Bukopin Tbk Cabang Semarang sebagai pihak kreditur mempunyai kriteria
sendiri untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pihak debitur atas kredit yang
diberikannya sesuai dengan prinsip kehatihatian yang diterapkan oleh PT. Bank
Bukopin Tbk Cabang Semarang.

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian
dalam hal “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam
Penerapan Prudent Banking Principle ( Studi di PT. Bank Bukopin TBK Cabang

Semarang )

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka di peroleh permasalahan sebagai berikut:



1. Bagaimana penerapan prudent banking principle di PT. Bank Bukopin Tbk
Cabang Semarang?
2. Bagaimana proses analisa yuridis pada pemberian fasilitas kredit terhadap

Debitor dikaitkan dengan penerapan prudent banking principle?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prudent banking principle di PT. Bank Bukopin Tbk
Cabang Semarang.

2. Untuk mengetahui proses analisa yuridis pada pemberian fasilitas kredit terhadap

Debitor dikaitkan dengan penerapan prudent banking principle.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang karya
ilmiah, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum
perbankan yang berkaitan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian
kredit.
2. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang
diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.
3. Hasil penelitian dapat menjadi referensi dalam pemecahan atas permasalahan
yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pmberian kredit dari

sudut teori.



E. Kerangka Pemikiran

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti kepercayaan
(truth atau faith). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang
atau suatu badan yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit dimasa

mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan
kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan
demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah.
Kredit terdiri dari empat unsur yaitu kepercayaan, tenggang waktu, degree of risk,
dan prestasi atau obyek kredit. Sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa uang,
barang, atau jasa. Kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan dalam hal ini bank,
didasarkan atas kepercayaan, dengan demikian maka pemberian kredit juga
merupakan pemberian kepercayaan. Hal Ini berarti bahwa kreditor akan memberikan
kredit jika kreditor tersebut yakin dan percaya, bahwa penerima kredit dapat
mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-
syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Dalam kegiatan pemberian kredit

terdapat unsur-unsur dasar pemberian kredit yaitu:



a. Kepercayaan, vyaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa

prestasi yang diberikan akan dapat dikembalikan oleh penerima kredit.

b. Waktu, vyaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian
prestasi dengan  kontraprestasi yang akan diterima pada masa

yang akan datang.

C. Degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai
akibat adanya  jangka waktu yang memisahkan antara saat

pemberian prestasi dan saat penerimaan kontraprestasi.

d. Prestasi, atau objek kredit dapat berupa uang, barang atau jasa.

Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) adalah suatu asas atau
prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya
wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang
dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998
bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung
subtansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) UU Nomor 10
Tahun 1998. Pasal 29 ayat (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank
sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen,
likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha
bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
Lebih khusus lagi menururt Anwas Nasution, ketentuan prudent banking termasuk

dalam ruang lingkup pembinaan bank dalam arti sempit. Sebenarnya pengaturan



prinsip kehati-hatian ini ternyata termaktub juga pada bagian pasal sebelumnya,
yaitu Pasal 8, 10, dan 11 UU Perbankan. Pasal 8 dalam memberikan kredit, Bank
Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur

untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan.

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum
pemberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian
jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa. Dalam
rangka mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan
dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehatian-hatian, bank waijib
memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam bentuk self regulations.

Ruang aturan prudent banking (pembinaan dalam arti sempit) meliputi
persyaratan modal awal maupun rasio modal terhadap kemungkinan risiko yang
dihadapinya, BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), rasio pinjaman terhadap
deposito (LDR) maupun posisi luar negeri (NOP), rasio cadangan minimum,
cadangan penghapusan aktiva produktif (kredit macet), transparansi pembukuan
berdasarkan standarisasi akuntansi serta audit. Hal menarik dalam ketentuan prinsip
kehati-hatian bank adalah adanya kewajiban bagi bank menyediakan informasi
mengenai kemungkinan timbulnya risiko keinginan sehubungan dengan transaksi
nasabah yang dilakukan bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4).

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian
nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh infomasi perihal kegiatan
usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya
transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal
bank bertindak sebagai perantara dana dari nasabah atau pembelian/penjualan

surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Walaupun



ketentuan ini terkesan berlebihan, tetapi ketentuan ini menunjukkan bank benar-
benar memiliki tanggung jawab terhadap pada nasabahnya.

Hal ini penting bagi bank dalam rangka menjaga hubungan baik dan
berkelanjutan dengan nasabahnya. Sebab, jika sekali nasabah dirugikan akibatnya
nasabah selamanya tidak akan percaya kepada bank bersangkutan. Hal ini juga
relevan dengan konsep hubungan antara bank dan nasabahnya, yang bukan hanya
sekedar hubungan debitur — kreditur semata, melainkan lebih dari itu sebagai
hubungan kepercayaan (fiduaciary relationship).

Dalam sejarah perbankan Indonesia, ketentuan prudent banking pernah
diatur secara khusus dalam beberapa paket deregulasi, misalnya paket deregulasi
25 Maret 1989 dan paket deregulasi Februari 1991. Salah satu tujuan atau tugas
yang diemban Paket Februari 1991 adalah berupaya mengatur pembatasan dan
pemberatan persyaratan permodalan minimum 8% dari kekayaan. Paket tersebut
diharapkan mampu meningkatkan kualitas perbankan Indonesia.

Pengaturan prudent banking saat ini sudah cukup banyak, bahkan sudah
seringkali dilakukan revisi atau pergantian, baik setelah lahirnya UU Nomor 7 Tahun
1992 maupun ketika pemerintah mengundangkan UU Nomor 10 Tahun 1998.
Regulasi tersebut sebagian besar diwujudkan dalam bentuk Surat Edaran dan Surat
Keputusan Direksi Bl. Aturan-aturan tersebut antara lain : SK BI
30/11/KEP/DIR/1997 Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, SK BI
30/12/KEP/DIR/1997 Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan
Rakyat, SK Bl 30/46/KEP/DIR/1997 Pembatasan Pemberian Kredit oleh Bank
Umum untuk Pembiayaan Pengadaan dan/atau Pengolahan Tanah.

UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada

prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam



memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga
menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan.
Beberapa regulasi dimaksud antara lain regulasi mengenai Kewajiban Penyusunan
dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, Batas Maksimal
Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, dan
pembatasan lainnya dalam pemberian kredit. Agar pemberian kredit dapat
dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat,
maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal
tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank
umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan
pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir Bl Nomor
27/162/KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995.

Berdasarkan SK Dir Bl tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan
perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan
sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut : prinsip
kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan
persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan
penyelesaian kredit bermasalah. Kebijakan perkreditan bank dimaksud wajib
disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan
pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah

disusun secara konsekuen dan konsisten.

Pengaturan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Bank Indonesia dalam
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum

Pemberian Kredit Bank Umum. Tujuan ketentuan BMPK adalah untuk melindungi



kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memilihara kesehatan dan daya
tahan bank, dimana dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko
dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK yang
telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada peminjam dan/atau
kelompok peminjam tertentu.

Penyediaan dana dalam kerangka BMPK tidak hanya berupa kredit tetapi
meliputi seluruh portofolio penyediaan dana yaitu penanaman dana bank dalam
bentuk : kredit, surat berharga, penempatan, surat berharga yang dibeli dengan janiji
dijual kembali, tagihan akseptasi, darivatif kredit (credit derivative), transaksi
rekening administratif (seperti guarantee, letter of credit, stanby letter of credit),
tagihan derivatif, potensial future credit exposure, penyertaan modal, penyertaan
modal sementara, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan
dengan huruf a sampai dengan huruf k Seluruh portofolio penyediaan dana kepada
pihak terkait dengan bank dapat dilakukan paling tinggi 10% dari modal bank.

Penyediaan dana bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan dan
mempengaruhi hajat hidup orang banyak dapat dilakukan paling tinggi sebesar 30%
dari modal bank. Kemudian dapat ditambahkan bahwa pengambilalihan (negosiasi)
wesel ekspor berjangka dikecualikan dari perhitungan BMPK sepanjang wesel
ekspor berjangka diterbitkan atas dasar letter of credit berjangka yang sesuai
dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) yang berlaku,
dan telah diaksep oleh Prime Bank. Bank yang melakukan pelanggaran BMPK dan
atau pelampauan BMPK dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan bank
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang

diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada



saat pemberian penyediaan dana. Sementara, pelampauan BMPK adalah selisih
lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan
dana terhadap modal bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk
pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud di atas. Untuk memelihara
kelangsungan usahanya, bank perlu meminimalkan potensi kerugian atas
penyediaan dana, antara lain dengan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat
yang memadai.’

Berkaitan dengan hal tersebut, pengurus bank wajib menerapkan manajemen
risiko kredit secara efektif pada setiap jenis penyediaan dana serta melaksanakan
prinsip kehati-hatian yang terkait dengan transaksi-transaksi dimaksud. Hal di atas
diatur dalam PBI Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
PBI tersebut mewajibkan bank (dalam hal ini Direksi) untuk menilai, memantau dan
mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva (meliputi Aktiva
Produktif dan Aktiva Non Produktif) senantiasa baik. Aktiva Produktif adalah
penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat
berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat
berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement),
tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk
penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sementara, Aktiva
Non Produktif adalah aset bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi

kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih.?

" Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),
him 278.

® Elvyn G.Masassya, Indepedensi Bank Indonesia, dalam http://www.cides.or.id/
ekonomi/ek0001040.asp. Diakses tanggal 10 Juni 2010.



Dalam Pasal 5 PBI Nomor 7/2/PBI/2005 diatur bahwa bank wajib menetapkan
kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan
untuk membiayai 1 (satu) debitur, hal ini juga berlaku untuk Aktiva Produktif yang
diberikan oleh lebih dari 1 (satu) bank (termasuk penyediaan dana yang diberikan
secara sindikasi). Dalam hal ini terdapat perbedaan penetapan kualitas Aktiva
Produktif, maka kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva
Produktif yang paling rendah. Ketentuan keterkaitan untuk menetapkan kualitas
yang sama tersebut di atas juga berlaku terhadap Aktiva Produktif yang digunakan
untuk membiayai proyek yang sama (vide Pasal 6 PBI Nomor 7/2/PBI/2005).
Termasuk dalam pengertian "proyek yang sama” antara lain apabila :

a) Terdapat keterkaitan rantai bisnis secara signifikan dalam proses produksi
yang dilakukan oleh beberapa debitur. Keterkaitan dianggap signifikan antara
lain apabila proses produksi di suatu entitas tergantung pada proses produksi
entitas, misalnya adanya ketergantungan bahan baku dalam proses produksi.
Aktiva Bank Umum

b) Kelangsungan cash flow suatu entitas akan terganggu secara signifikan
apabila cash flow entitas lain mengalami gangguan. Penetapan kualitas kredit
dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian yang meliputi
prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-
komponen sebagai berikut : potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi
debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja,
dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka

memelihara lingkungan hidup. Sementara, kinerja debitur dinilai berdasarkan faktor



struktur modal, kualitas aktivitas, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Faktor-
faktor tersebut dikenal dengan sebutan CARMEL.°

Kelancaran proses kredit dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif
serta ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila
didukung oleh sistem informasi yang utuh dan komprehensif mengenai profil dan
kondisi debitur, terutama debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan
dana. Dalam proses kredit, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur
dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan
pemberian kredit.

Untuk kepentingan manajemen risiko, sistem informasi mengenai profil dan
kondisi debitur dibutuhkan untuk menentukan profil risiko kredit debitur. Selain itu
tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi
penilaian kualitas debitur di antara bank pelapor. Sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, bank Indonesia berperan untuk mengatur dan
mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapar
diperluas dengan penyertaan lembaga lain dibidang keuangan.

Sehubungan dengan itu Bank Indonesia mengembangkan sistem informasi
debitur yang dari waktu ke waktu selalu disempurnakan untuk disesuaikan dengan
perkembangan ekonomi dan teknologi. Pelapor yang telah memenuhi kewajiban
pelaporan dapat meminta informasi debitur kepada Bank Indonesia meliputi antara
lain identitas debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas penyediaan dana yang diterima

debitur, agunan, penjamin dan atau kolektibilitas. Informasi yang diperoleh pelapor

° Deregulasi Perbankan: Sejumlah Aturan Tambal Sulam, dalam http://www.Tempo. co.id/
ang/min/01/52/utama3.htm. Diakses tanggal 10 Juni 2010.



tersebut hanya dapat dipergunakan untuk keperluan pelaporan dalam rangka

penerapan manajemen risiko, kelancaran proses penyediaan dana, dan atau

identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku.

Selain empat prinsip kehati-hatian yang telah diuraikan di atas, penerapan

prinsip kehati-hatian juga dapat diterapkan dalam penyusunan

perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur. Dalam pernjanjian kredit

tersebut diatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik debitur

maupun kreditur. Lebih lanjut, kewajiban atau affirmative covenant debitur adalah:™

a)

b)

d)

f)
9)

Debitur harus segera memberitahu kepada kreditur tentang adanya
kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas jaminan yang diserahkan kepada
kreditur.

Debitur harus menyerahkan kepada kreditur laporan keuangan tahunan yang
telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai prinsip-prinsip akuntansi Indonesia.
Memberitahukan kepada kreditur apabila ada perubahan dalam susunan
Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan perubahan Anggaran Dasar
Debitur dan lain sebagainya.

Larangan menjaminkan kembali harta kekayaan debitur yang telah
diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan berdasarkan perjanjian kredit ini.
Larangan merubah susunan Direksi dan Komisaris.

Larangan menjual saham sebagian atau seluruhnya.

Membubarkan perusahaan debitur atau meminta perusahaan debitur untuk

dinyatakan pailit.

10 M.Syafi'i Antonio, Bank Syariah Indonesia Dari Teori ke Praktik, him 118.



Dalam menjalankan kegiatan usaha, bank menghadapi berbagai risiko usaha
dan untuk menguranginya bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang salah
satunya penerapan prinsip mengenal nasabah. Hal tersebut seperti sesuai PBI
Nomor 3/10/PBI/2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
Berdasarkan prinsip mengenal nasabah, maka bank wajib menetapkan kebijakan
penerimaan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi
nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan
transaksi nasabah, dan menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang
berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Oleh karena itu, sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah,
bank wajib meminta Pasal 2 ayat (2) PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip
Mengenal Nasabah. informasi mengenai identitas calon nasabah, maksud dan
tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi
lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah,
identitas pihak lain, apabila calon nasabah bertindak untuk dan atasa nama pihak
lain, seperti beneficial owner. Berkaitan dengan kebijakan dan prosedur manajemen
risiko dalam penerapan prinsip kehati-hatian mengenal nasabah, maka manajemen
risiko yang diterapkan bank mencakup : pengawasan oleh pengurus bank
(management oversight), pendelegasian wewenang, pemisahan tugas, sistem
pengawasan intern termasuk audit intern, dan program pelatihan karyawan
mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit,
merupakan keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai

dengan yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka



bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama
terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.
Karakteristik debitur yang Bankable adalah :

1. Competence ( capacity to borrow ) merupakan suatu kemampuan yang
dimiliki oleh calon debitur yang mencakup aspek pengetahuan dan
keterampilan untuk menjalankan usahanya berdasarkan kemampuan kerja
yang dimiliki calon debitur.

2. Character, merupakan sifat-sifat si calon debitur seperti kejujuran, perilaku
dan ketaatannya.

3. Capital, merupakan dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu
sendiri dari perusahaan apabila debiturnya merupakan perorangan.

4. Capacity, merupakan perhatian yang diberikan terhadap kemampuan debitur
yaitu menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya dalam perusahaan.

5. Collateral, merupakan kemampuan si calon debitur memberikan agunan yang
baik serta memiliki nilai baik secara hukum maupun secara ekonomis.

6. Condition of Economy, yaitu segi kondisi yang sangat cepat berubah.

7. Personality atau kepribadian merupakan segi-segi yang subyektif namun
menjadi suatu yang penting dalam penentuan pemberian kredit.

8. Purpose atau tujuan merupakan sesuatu yang menjadi sorotan dari segi ini
yaitu menyangkut tujuan penggunaan dari kredit tersebut apakah untuk
digunakan kepada kegiatan yang bersifat konsumtif, atau produktif atau
dipakai untuk kegiatan yang bersifat atau mengandung unsur spekulatif.

9. Prospect atau masa depan dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan

kredit tersebut.



10.Payment atau cara pembayaran, yang menjadi perhatian dalam hal ini adalah
kelancaran aliran dana (cash flow).

11.Returns atau balikan adalah hasil yang akan dicapai dari kegiatan yang
mendapatkan pembiayaan tersebut.

12.Repayment atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang
mendapatkan pembiayaan atau kredit.

13.Risk Bearing Ability yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam
menghadapi risiko yang tidak terduga. Selanjutnya dalam prinsip kehati-
hatian, khususnya dalam mengantisipasi kredit bermasalah maka bank

membebankan hak tanggungan kepada kreditur.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian perlu didukung oleh metode yang baik
dan benar agar diperoleh hasil yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode merupakan unsur

mutlak yang harus ada di dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada
metode berupa cara berpikir dan berbuat untuk persiapan penelitian, sistematika dan
pemikiran tertentu, yang mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu, dengan
cara menganalisanya. Pemilihan metodologi yang tepat akan sangat membantu

untuk mendapatkan jawaban atas segala persoalannya. Oleh karena itu metodologi



penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya,

karena ilmu hukum dapat dibedakan dari iimu pengetahuan lainnya.'*

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh
data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran
tersebut ada dua buah pola berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh
karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah metode
pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme
memberikan kerangka pemikiran yang logis sedang empirisme memberikan

kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis
empiris yang salah satu cakupannya adalah penelitian terhadap efektivitas hukum
yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.’> Pendekatan
yuridis empiris dilakukan dengan mengkaji permasalahan yang muncul dengan
berlandaskan pada peraturan-peraturan hukum dan teori-teori yang ada, untuk
kemudian dihubungkan dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu data yang
diperlukan adalah data primer dan data sekunder dalam hukum Nasional Indonesia
yang berkenaan dengan judul penelitian yaitu Analisis Yuridis Terhadap
Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Penerapan Prudent Banking Principle (

Studi di PT. Bank Bukopin TBK Cabang Semarang )

2. Spesifikasi Penelitian

' Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta
: Rajawali Press, 2003) him 3.
12 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2009 ), him 31.



Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis yaitu penelitian yang
bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat
tertentu™®. Biasanya dalam penelitian ini sudah mendapatkan / mempunyai gambaran
yang berupa data awal. Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara
memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan obyek yang diteliti
sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang tidak
terbatas hanya sampai pada pengumpulan data tetapi meliputi analisis dan
interpretasi tentang arti data-data tersebut. Norma-norma hukum digambarkan dalam

kaitannya terhadap teori hukum dan Perlindungan hukum bagi Kreditor.

3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitan adalah  PT.Bank Bukopin, Tbk kantor cabang Semarang
dengan alamat Jalan Pandanaran nomor 125 Semarang.
4. Subjek dan Objek Penelitian
a. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah institusi yang terkait dalam obyek
penelitian yaitu PT. Bank Bukopin Thk Cabang Semarang. Narasumber
sekaligus sebagai responden adalah 1 (satu) orang staf marketing dan

1 (satu) orang staf legal PT.Bank Bukopin, Tbk cabang Semarang.

b. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah tentang Analisis Yuridis Terhadap
Pemberian Fasilitas  Kredit Dalam Penerapan Prudent Banking

Principle.

5. Teknik pengumpulan data

¥ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2002 ), him 8.



Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

hukum yuridis empiris . Pengumpulan data tersebut meliputi :

a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di
lapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan cara Wawancara, yaitu
cara memperoleh informasi dengan pertanyaan langsung kepada pihak-
pihak yang diwawancarai. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu
dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan
adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat

wawancara dilakukan.

b. Data sekunder, merupakan data yang diperlukan untuk memberi

kejelasan bahan hukum primer yang dalam hal ini terdiri dari :

1). Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang
mempunyai kekuatan mengikat dan terkait dengan Pemberian
Fasilitas Kredit Dalam Penerapan Prudent Banking Principle di PT.
Bank Bukopin TBK Cabang Semarang yang terdiri dari :

a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;

b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan;

¢). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

d). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun

1999 tentang Bank Indonesia;



e). PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasababh;
f). PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank

Umum

g).PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian

Kredit Bank Umum

2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
a) Buku-buku yang membahas tentang perkreditan;
b) Buku-buku yang membahas tentang prinsip kehati-hatian
perbankan dalam pemberian kredit;
c) Berbagai hasil seminar, karya ilmiah, makalah maupun
artikel yang ada kaitannya dengan materi tesis ini.

3). Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberi
kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder yang terdiri dari :

a) Kamus hukum.

b) Kamus lainnya yang menyangkut penelitian.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data
kualitatif yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang
dikumpulkan secara kualitatif. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan
masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang

aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian



dianalisa *. Analisis kualitatif, yang berupa hasil wawancara, data primer serta data
sekunder yang dilakukan terhadap responden, kemudian setelah data terkumpul dan
diseleksi, akan disusun secara teratur untuk mengadakan analisis dengan

menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan.

! Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta : Ul Press, 1984 ), him 28.



